BAB I11
KETENTUAN RESTITUS
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DALAM PASAL 48 AYAT 2UU RI NO. 21 TAHUN 2007 TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA ORANG

. Latar Belakang UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Orang

Fenomena perdagangan orangrafticking) saat ini sungguh
mengingatkan kembali pada praktik-praktik perbudakgang pernah terjadi
sebelum Islam lahir. Meski secara hukum internadjoperbudakan sudah
dihapuskan tetapi praktitkafficking secara substansial tidak berbeda dengan
praktik perbudakan itu sendiri, bahkan boleh jaditqu lebih mengerikan.
Islam sejak awal telah meletakkan dasar-dasar IpEgnbebasan dan
penghapusan perbudakan, karena bertentangan degsip tauhid.

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Kantarg@e/asan dan
Pemberantasan Perdagangan Manusia milik Amerik&ebesetiap tahunnya
diperkirakan  600.000-800.000 laki-laki, perempuaran d anak-anak
menyeberangi perbatasan-perbatasan internasionasatapai saat ini masih
terus berkembang. Sebagian dari orang-orang ini angm sengaja
diselundupkan dengan tujuan memasok pasar perdagaeis internasional
dan buruh serta dilakukan melalui jaring kejahatamternasional

(transnational crimgyang terorganisasi secara rapi, baik melalurjakgara
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perantara maupun langsuhgSebagian besar korban perdagangan orang
berasal dari masyarakat dengan golongan ekonondiahelengan tingkat
pendidikan yang juga rendah. Hal ini disebabkarerkardalam perdagangan
orang para pelaku kerap menipu para korbannya deimggng-imingi gaji
yang tinggi, pekerjaan yang menyenangkan. Tentyagg-janji palsu ini
membuat para korban tertipu, sehingga pada akhimgraka harus menerima
kenyataan tidak mendapatkan pekerjaan tersebuginkah sudah menjadi
korban dari suatu sindikat perdagangan orang.

Kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan, nmgagi manusia
sesungguhnya bukan merupakan komoditi perdagan§ebagai mahluk
Tuhan yang paling mulia seharusnya manusia saliegjaga harkat dan
martabat sesamanya, bukan malah merendahkan. Dalami yang paling
menderita dengan terjadinya perdagangan orang hadadea korban itu
sendiri. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi karban perdagangan
orang tersebut diberikan suatu perhatian khusus.iaiperlukan untuk
mengembalikan kepercayaan diri mereka, ganti rugs genipuan dan
kesengsaraan yang dialami, Terhadap para korbansa&min diperlukan
rehabilitasi dari segi mental, juga perlu diberikaerbagai pendidikan dan
ketrampilan. Hal ini diperlukan tidak lain sebaggiaya untuk menyiapkan
mereka untuk kembali ke masyarakat.

Perdagangan manustaafficking) menurut deklarasi universal hak-hak

asasi manusia majelis umum PBB pada tanggal 10nbesel94&rafficking

1 www.deplu.go.id, diakses pada tanggal 25 OktolB&©2
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merupakan bentuk pelanggaran hak-hak asasi maghaisian bentuknya yang
sangat kompleks yakni tindakan mengeksploitasi mianatas manusia
dengan cara yang sangat beragam, meliputi kekefesslanmental, seksual,
sosial, ekonomi dan budaya yang dikemas denganteeseganisiZTindak
pidana perdagangan orang merupakan salah satukbé&ejahatan baru
sebagai bentuk lain dari perbudakan masa kiidern slavery3

Dalam KUHP mengenai tindak pidana perdagangan atetgr pada

Pasal 297 dengan ancaman hukuman enam tahun pbagiraiapapun yang

memperdagangkan perempuan dan anak di bawah 4irfetentuan ini
dianggap tidak efektif untuk menjerat pelaku peefgn orang atau yang
lebih populer dengan istilatrafficking terorganisir karena memberi sanksi
yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yategitdi oleh korban.
Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khususamg tindak pidana
perdagangan orang yang mampu memberikan landadammhyang jelas.
Dengan demikianjrgensidilahirkannya UU khusus terkait dengan ini sebagai
akibat dari meluasnya jaringan kejahatan yang gerosir dan tidak
terorganisir baik yang bersifat tansnasional / ranégara maupun dalam
negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyakai®@sa dan negara,
serta penghormatan terhadap hak azasi manusia.k&ehanya, pemerintah

berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi Kipddanatrafficking

2 Titis Eddy Arini, Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas DektrUniversal Hak
Asasi ManusiaJakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, anggota IKEF6. him 15

3 http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20UniversalilAM.pdf diakses tanggal 30
Oktober 2009

4 Moeljatno,KUHP, Jakarta: Bumi Aksara, him. 109.
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yang didasarkan pada komitmen nasional dan intemasuntuk melakukan
upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhad&gkupeperlindungan
korban, dan peningkatan kerja sama. Selain ituatpem perundang-
undangan terkait dengarafficking belum memberikan landasan hukum yang
menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasdaktpidanarafficking.
Berangkat dari spirit tersebut setelah melalui @sgsanjang, UU No, 21/2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangag (WaPPO) akhirnya
disahkan 17 April 2007.

Dengan diundangkanya UU No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangamkhar penanganan
terhadap terjadinya tindak pidana perdagangan aakag semakin membaik.
Dengan demikian peran masyarakat dan kerjasammasienal baik yang
bersifat bilateral, regional, maupun multilatera@wht perjanjian bantuan
pidana bantuan timbal balik sesuai ketentuan penatperundang-undangan

dalam masalah pidana perdagangan ofang

B. Sistematika UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang
UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan KiRldana
Perdagangan Orang adalah sebuah Undang-undang dyamguskan oleh
pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-haknuse. Pada

pembukaan undang-undang tersebut secara singkatat ddpketahui

S Lihat penjelasan atas UU. RI No. 21 Tahun 2007atremPemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, Bandung: Citra Umbara, 2007,2¥m
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pertimbangan-pertimbangan dirumuskanya undang-undarsebut sebagai
perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakastokRol PBB 200
tentang pencegahan, memberantas dan menghukum k tir@dana
perdagangan orang, khususnya anak dan perempugok@rPalermo) yang
telah ditandatangani pemerintah Indonesia

Dalam rumusan dasar UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangligaigian pada tanggal
19 April 2007, sebagai upaya untuk memberikan pauingan hukum, baik
secara langsung maupun tidak langsung kepada kddracsalon korban agar
tidak menjadi korban. Bahkan saat ini, IndoneslahtaneratifikasiUnited
Nations Convention Against Transnational Organi@gtone dengan Undang-
undang No. 5 Tahun 2009, tanggal 1 Januari 2009ng&re telah
diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indsia telah benar-benar
merupakan bagian dari upaya penanggulangan tindi#ng perdagangan
orang secara glob8l

Sistematika sebuah UU setelah bagian pembukaarahadadgian
batang tubuh. Batang tubuh dari sebuah undang-gndemisi rumusan
ketentuan sebagai penjabaran dari apa yang dikekie@idnsideransy.Pada
batang tubuh UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Peamb@san Tindak
Pidana Perdagangan Orang seluruhnya terdiri IXd2ab67 pasal. Pada bab |

berisi tentang ketentuan umum, yang didalamnyaapad 15 butir berupa

6 Ibid, him. 28

7 Amieroedin sjarif,Perundang-undanganjakarta: PT. Rieneka Cipta, 1997, him. 96
dan 102
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pengertian, definisi, ataupun istilah-istilah darmusan yang nantinya akan
digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya. Kemudiaim B terdiri dari 18
pasal bentuk tindak pidana perdagangan orang, dkantiaanksi pidant.

Bab Il berisi tentang pidana lain yang berkait@mghn tindak pidana
perdagangan orang disertai dengan sanksi pemidgmagara paling lama
seumur hidup serta berisi pidana denda palingda®p. 5.000.000.000,00,
terdapat 9 pasél.

Bab IV berjudul penyidikan, penuntutan, dan pensadn di sidang
pengadilan terdapat 15 pasal. Bagian kesatu berwmym menentukan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidarngadilan berdasarkan
KUHAP sebagaimana Alat bukti serta mengenai saksi Korban dalam
proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaadah® pengadilaif

Ketentuan yang tercantum dalam Bab V terdapat &8lpaenjelaskan
Undang-undang No. 21 Tahun 2007 mengenai PerliraiuBgksi dan Korban
sudah cukup baik, dan itu sesuai dengan ketentaaal B3 Undang-undang
No. 21 Tahun 2007 bahwa pada prinsipnya perlindukgaban tindak pidana
perdagangan orang mengacu kepada Undang-undand3Ndahun 2006
sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-unddag21 Tahun 2007,
karena memang dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undadgng No. 13 Tahun
2006 hanya menentukan: korban melalui LPSK berhaoagajukan ke

pengadilan berupa: hak atas restitusi atau ganugien yang menjadi

8 UU No. 21 tahun 2000p. cit,him. 3-10
9 Ibid, him. 10-13
10 |pid, him. 13-17
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tanggung jawab pelaku tindak pidaHa.

Pada Bab VI pencegahan dan penanganan terdapatl3 fgadiri dari
1 pasal menjelaskan tujuan dari pencegahan, pasal Rabutir pertama
elemen masyarakat, pemerintah dan keluarga wajifcegah tindak pidana
perdagangan orang, pada bagian kedua kewajibapel@erintah, pada pasal
3 terdiri 7 butir terdiri dari langkah-langkah kghkian pemerintah dalam
menanggulangi tindak pidana perdagangan oténg.

Selanjutnya Bab VII menjelaskan mengenai kerjasarternasional
dan peran masyarakat, terdiri dari 2 bagian, bagiartama menjelaskan
masalah kerjasama internasional, dan bagian keéanglaskan tentang peran
serta masyarakag

Kemudian ketentuan peralihan pada Bab VIl terdari satu pasal
menjelaskan tentang berlakunya UU masih dalam géw@y, penuntutan atau
pemeriksaan di tingkat pengadilan tetap diperikeaddsarkan UU yang
berlaku.

Bab IX merupakan ketentuan penutup berlakunya Uahgyberisi 3
pasal menjelaskan pencabutan dan dinyatakan tatakpasal 297 dan pasal
324 UU No. 1946 ( Berita Negara Republik IndondsiaNo.9) Jo UU No.73
Tahun 1958, tambahan Lembaran Negara Indonesia 1860 tentang
perubahan KUHP yang berkaitan kejahatan keamangarileDisahkan UU

RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindd&nRi Perdagangan

11pid, him. 17-22
12 pid, him. 23
13pid, him. 23-25
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Orang disahkan dan diundangkan pada tanggal 19 2Gov 14

C. Unsur-Unsur dan Sanksi Hukum Pasal 48 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007

tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilaramgatigan hukum
dan barang siapa yang melanggar larangan tersedka dikenakan sanksi
pidanal®> Dalam pengertian lain perbuatan pidana atau kimidana adalah
suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang d#patakan hukuman
pidana, perbuatan ini meliputi berbuat atau tidatbat16

Kejahatan tengah meningkat dalam berbagai bidaaty dari segi
intensitas maupun kecanggihannya. Demikian jugagalenancamannya
terhadap keamanan dunia dan menghambat kemajuaranégik dari aspek
sosial, ekonomi maupun budaya. Mengingat kejahiétiaberkembang sesuai
dengan perkembangan masyarakatnya, maka wajaagiiasuatu ungkapan:
kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam @eAttinya, sejak dulu
hingga kini orang selalu membicarakan mengenainkdgn, mulai dari yang
sederhana (kejahatan biasa) sampai kepada kejdteggdratan yang sulit

pembuktiannya.’

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi i

14 \bid, him. 26

15 soehartoHukum Pidana Materiil; Unsur-unsur Obyektif sebaddsar Dakwaan,
Jakarta: Sinar Grafika, 1993., him 22

16 sudartoHukum Acara Pidana Semarang: Yayasan Sudarto FH-UNDIP, 1990, him.
65
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menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang. Deamikuga dengan
kejahatan perdagangan orang tidak lepas dari pédkegan tersebut, dan
sehubungan dengan konteks perdagangan orang dithgiada tahun 1995
dalam konferensi PBB mengenthie crime prevention and the treatmen of
offers yang diselenggarakan di Cairo, telah dilsikan tindakan-tindakato
combat transnational crime, terrorism and violenagainst women
Sehubungan dengan itu, dan terkait denganbat transnational crimepada
tahun 2000 di Palermo Italy diselenggarakan konfrd®BB mengenai
Transnational Organized Crimetermasuk di dalamnya adalah mengenai
perdagangan orantp

Apa yang telah dibicarakan dalam Kongres PBB tertseherupakan
respon atas perkembangan kejahatan, baik dalana skedional maupun
internasional, termasuk kejahatan perdagangan okimgusnya wanita dan
anak sebagai salah satu jenis kejahatan yang miendu€ejahatan
perdagangan orang telah masuk dalam kelompok kegiatrganisasi-
organisasi kejahatan transnasion&ct{vities of Transnational Criminal
Organization$ di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu thiag trafficking
industry, smuggling of illegal migrants, arms treking, trafficking in nuclear
material, transnational criminal organizations andrrorism, trafficking in
body parts, theft and smuggling of vehicles, mdaydering.

Jenis-jenis kejahatan tersebut sangat memprihatinkesyarakat

17 www.hukumonine.com, diakses tanggal 18 Juni 2009

18 sylistiawati Irianto,Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedararkdter
Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2007, him 20
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internasional, karena apabila dikaitkan dengan rampaatau akibat yang
ditimbulkannya sangat begitu dahsyat, dan dapaembuos ke berbagai segi
atau bidang, baik terhadap keamanan dan stabili@sional maupun
internasional, dan merupakan ancaman utama terhada@asaan politik, dan
ancaman bagi kewibawaan negara. Di samping itu, peengkap dan
bahkan memperbudak golongan-golongan masyarakasukhya wanita dan
anak-anak dalam melakukan pekerjaan ilegal di lgaibbhidang, terutama
sekali dalam prostitusi.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatag dapat
merugikan baik secara ekonomi, fisik, mental maukerugian penderitaan
trauma yang disebabkan oleh tindak pidana perdagaogang. Ketentuan
mengenai restitusi tindak pidana perdagangan ow@af) dirumuskan dalam
pasal 48 ayat 2 No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemlasant Tindak
Perdagangan Orang

Pengertian restitusi menurut Undang-Undang No.2iurta 2007
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangag &italah

“Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepaddakpe

berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatamurutetap atas

kerugian materil dan/atau immateril yang dideriteorban atau abhli

warisnya. 19

Jika bagi pelaku tindak pidana perdagangan oradgk timampu

membayar retitusi, maka pelaku dikenai sanksi @dmrungan pengganti

19 Ketentuan Umum UU No. 21 tahun 2007 Tentang Peanb@san Tindak Pidana
Perdagangan Orang
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paling lama 1 (satu) tahu#A.

Pembebanan Restitusi kepada pelaku adalah lebiah#en pada
tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditikdyuloleh kejahatan
sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangia skarugian yang
diderita korban. Urgensi perlindungan korban, pa@sarnya merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan ka& ananusia, dan hak
korban itu sendiri merupakan bagian yang tak tahkan dari konsep hak
asasi manusia. Karena itu, bila hak asasi manesaliut telah terancam atau
diganggu, perlu adanya jaminan perlindungan hularhmatdap korban.

Sesuai dengan ketentuan Pasal dari bunyi pasalad2 &o. 21 Tahun
2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan @eedapat beberapa
unsur restitusi dalam tindak pidana perdagangamgorayaitu mengenai
tanggung jawab pelaku terhadap korban tindak pidardagangan orang.
Pelaku harus membayar akibat perbuatan yang digakuk

Selanjutnya, diantara fungsi hukum adalah sebagaina untuk
mewujudkan keadilan sosial lahir ba#fDengan demikian, hukum bertujuan
menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakahaleum harus pula
bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilamdalasyarakat terseb?#

Retorasi justiceadalah solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah
kejahatan khususnya tindak kejahatan dimana kemnsgkng ditimbulkan

masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang taelahk dapat dikembalikan

20 pasal 50 ayat 4 UU No. 21 tahun 2007
21 Soejong Pengantar llmu HukumJakarta: CV. Rajawali, 1988, him. 154
22csT KansilPengantar llmu Hukum, jilid Jakarta: Balai Pustaka, 1992, him.14
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kedalam keadaan semula, dimana dalam keadilamagg&ini dimungkinkan
adanyapenghilanganstigma individu pelaku, dalam paradigmestorative
justice pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang attel
ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan jngayaraka£3

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangatgikan
korban dalam dimensi yang luas, dengan demikianshdikenakan sanksi
restitusi sesuai dengan kejahatan yang siapa aagamelakukannya. Adapun
restitusi bagi pelaku tindak pidana perdagangangtalah ditentukan dalam
pasal 48 ayat 2 UU RI Tahun 2007 tentang Pembeyamtdindak Pidana
Perdagangan Orang bahwa pelaku tindak perdagangeny alapat dijerat
dengan restitusi. Sistem kumulatif agar dapat meikdoe bagi hakim untuk
memutuskan pidana yang tepat bagi pelaku, untukhké&gn perdagangan
orang, dimana dalam undang-undang tersebut diruemygkis pidana penjara
dan restitus?4

Untuk membangun konsep perlindungan terhadap korpang
komprehensip, maka perlu dikaitkan dengan konsemidamaan harus
bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokatki perlindungan
masyarakat dan perlindungan individu, sehingga Iniélan konsepDaad-
dader StrafrechtNamun, perlindungan individu tersebut harus plifeerluas
ruang lingkupnya, tidak hanya paoféenders orientetetapi juga padaictims

oriented Victims orientedni pun diperluas lagi, tidak hanya berorientesi®

23 | atif Husni, Restorasi Justic&Kompas, tanggal 23 Oktober 2007

24 www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 20 Oktc2@09
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potential victims, tetapi juga padetual victimsataudirect victims Karena
itu, keseimbangan dan kesetaraan perlu dibanguamdalukum pidana ke
depar®

Dengan demikian adanya restitusi tersebut diharapksa melindungi
serta menghindari orang dari kejahatan perdagawegang. Disamping itu
dengan adanya restitusi dapat memberikan pengamiadap masyarakat
artinya bahwa dengan adanya restitusi diharapkgratdanempengaruhi
tingkah laku anggota masyarakat umumnya untuk ticheakukan tindak
pidana perdagangan orang terseputyentive general).

Adanya sanksi restitusi adalah supaya dapat merapamgtingkah
laku pelaku (si pidana) untuk tidak melakukan tkhgadana lagi. Dengan kata
lain sanksi pidana bertujuan agar si terpidana tdapaibah menjadi orang
yang lebih baik dan berguna bagi masyaragetvensi speciaB® Ini berarti
dengan adanya sanksi tersebut bertujuan untuk rdarkan dan memperbaiki
tingkah laku yang terpidana. Sebagaimana teladnuikkakan di atas, bahwa
adanya perkembangan perhatian terhadap korban akajahperdagangan
orang pada dasarnya sebagai upaya untuk menyeikdraragntara hak-hak
fundamental tersangka, hak-hak dan kepentinganakorbintuk itu, maka

konsep mengenai perlindungan terhadap korban pus felas.

25 www.hukumonline.com, diakses tanggal 26 Septembeg 2

26 Muladi dan Barda NawawiTeori-teori dan Kebijakan Pidan&Bandung: Alumni,
1984, him. 18



